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Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui sistem pembelajaran

terintegrasi.

Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan pendekatan yang

secara komprehensif menempatkan proses

pembelajaran Pegawai ASN:

a. terintegrasi dengan pekerjaan;

b. sebagai bagian penting dan saling terkait dengan
komponen Manajemen ASN; dan

c. terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas
Instansi Pemerintah maupun dengan pihak
terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan

kompetensi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8

Pemberian Penghargaan dan Pengakuan

(1)

(2)

(3)

Pasal 50

Komponen penghargaan dan pengakuan bagi Pegawai
ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
diberikan secara adil, layak, dan kompetitif.
Pendanaan penghargaan dan pengakuan bagi
Pegawai ASN yang bekerja di Instansi Pusat
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara.

Pendanaan penghargaan dan pengakuan bagi
Pegawai ASN yang bekerja di Instansi Daerah
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan
pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

(1)

Paragraf 9
Pemberhentian

Pasal 52
Pemberhentian bagi Pegawai ASN meliputi:
a. atas permintaan sendiri; dan
b. tidak atas permintaan sendiri.

(2) Pemberhentian .
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Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan
apabila Pegawai ASN mengundurkan diri.

Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi
Pegawai ASN dilakukan apabila:

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

meninggal dunia;

c. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau
berakhirnya masa perjanjian kerja;

d. terdampak  perampingan  organisasi atau
kebijakan pemerintah;

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga
tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban;

f. tidak berkinerja;

g. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;

h. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun;

i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan; dan/atau

j- menjadi anggota dan/atau pengurus partai
politik.

Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,

huruf g, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai

pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 53
PNS diberhentikan sementara, apabila:
a. diangkat menjadi pejabat negara;

b. diangkat menjadi komisioner atau anggota
lembaga nonstruktural; atau

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Pegawai . . .
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(2) Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka
atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara
untuk mendukung proses hukum.

(3) Pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan Pegawai ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang diberhentikan
sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian,
pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali
Pegawai ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55
Batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN yaitu:
a. Jabatan Manajerial:

1. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan
tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan
pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat
administrator dan pejabat pengawas;

b. Jabatan Nonmanajerial:

1. sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi pejabat fungsional;
dan

2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat
pelaksana.

Bagian Keempat

Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota,

dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Pasal 56
Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan
tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi
gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil
bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran
diri secara tertulis dari PNS sejak ditetapkan sebagai
calon.

BABIX . ..
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BAB IX

PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

Pasal 57

Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara.

Pasal 58

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57,
yaitu:

a.
b.

Presiden dan Wakil Presiden;

Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat;

Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat;

Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan
Daerah;

Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung
pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan
hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim
ad hoc;

Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah
Konstitusi;

Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan;

Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi;

menteri dan jabatan setingkat menteri;

kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa
dan berkuasa penuh;

gubernur dan wakil gubernur;
bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan

pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-
Undang.

Pasal 59 . ..
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Pasal 59
PNS yang diangkat menjadi:

a. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah
Konstitusi,

b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan;

c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

d. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi;

e. menteri dan jabatan setingkat menteri;

f. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri yang berkedudukan sebagai duta besar
luar biasa dan berkuasa penubh,

diberhentikan sementara.

PNS yang tidak lagi menjabat pada jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan
kembali sebagai PNS.

Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan
menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan
Daerah, gubernur dan wakil gubernur,
bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota
wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis
sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasal 60

PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat
menduduki jabatan ASN sepanjang tersedia lowongan
jabatan.

Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu
paling lambat S (lima) tahun PNS yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat.

Pasal 61 . ..



